
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PRJNGSEWU 
NOMOR 14 TAHON 2018 

TENTANG-

SAL AN 

PERURAHAN ATAS A.TAS PERATIJRAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

Mt":11imba.ng 

DENOAN RAHMAT TUHA.N YANG MAHA ESA 

a. bahwa Pcraturan Dupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 

2017 tent-Rng PP.njA ha ran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah 
diundangkan dan telah efektif dilaksanakan; 

b. hrulwa dengan .:-irlsmy.a pP.nataan dan pergesenm 

anggaran pada Din.as Pendidikan dan Kebudayaan1 

Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan 
Pemrnahan Rakyat, Kantor Ke:satuan Bangsa dan 
Polit.ik. Dinaa Pemberdayao.n .Perempu.an, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencanaj Dinas Kependudukan dan 
Pencatata.n Sipil, Dinas Pemberoa)'aan Masyara.kat 
clan Pekon, Dina:s ~rhul.Junga.n 1 Dinas Komunika.si 
dan lnforuu1tika, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 
Pariwisata, Dinas Perpustakan dan Kearsipan, Dinas 
Perikananj Dinas Pertaniani Sekretariat Daerah, 
Sekretariat uewan Perwakilan Rakyat) Sekretariat 
Dewan K.orpri, Kecamatan Oadingrejo, Kecamatan 
Sukoharjo, KP.r.==.tmRt.R.n Ambara.wa, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah~ Bad.an 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan 
Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sum~r Daya Manusia maka guna 
memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri 
Dalatn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Uaerah 
sebaglrima.rut.. ~hth belJe1·apa kali diu bah terakhir 
dengan Peraturan Menreri Dalam Ne.gen Nomor 21 
Tahun 2011 perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
untuk mendahului Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah sebagai 
dasar pelaksanaan; 



Mengingst 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahon 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik lmlune~ 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Unc!ang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (I.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3851); 

:.!. Unclang-L.ndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyclcnggara Negara Yang Bcl"8ih don Bebo.s drui 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun :2003 tentang 
Keui:tngan Ne~n1 (LemlJttnu1 Negara Republik 
Indonesia. Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan 
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor ?.O Tl'lhun 200J t~ntang 
Sistem Pendidikan Nasional (I.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor4301}; 

5. Undang-UndiUlg Numor 1 T-dl1un 2004 tenla11g 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44001; 

7. Undang-Undang Nomor ?.!'i Tl'lhnn 2004 ttmtang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Uruhu1g Nu11101· 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Hornor 4438); 



9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
?embt:ntllkan Kttbupaten Pringsewu di Provinsi 
::..ampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran 
:-{egara Republik Indonesia Nomor 4932); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran 
~egara Republi.k Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
:'.ll'omor 5049]; 

11. Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukai.-i Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?.011 
~omor 82, Tambahan Lembaxan Negara Republik 
!ndonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar.g 
?emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
LembaJ"an Negaia Republi.k Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapskali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran .Negara .Republik 
lndoncsis. Nomor 5679); 

13. Undang-Unclang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Admini:stnusi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran '.'Jegara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala. Da.erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

I~. t'eraturan l:'emerintah Nomor :t4 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota n~wan PP.rwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebaga1mana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Pera.tu.ran 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 4712); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentan~ Pengelolaan Keuangan Badan I.Ayanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
tOU::i Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Jndoneaia Nornor 4502) aebagaimana tclah 
cliuhsih dengAn Pemt.uran Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
~omor 4575); 

18. Peraturan Pemer'..ntah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) scbagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerint.ah Nomor 65 Tahun 
2010 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Tnhun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578j; 

?.O. PemtuTan PP.m~rint.ah Nnmnr 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal !Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Trunbnhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 45851: 

21 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang 
Pelapomn Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemertntahan Daerah 
Kcpada Pcmcrinta.h, La.poran Keterengan 
Pertanggungjawaban Kepala Oaerah Kepada DPRD, 
dan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Rt:publik Indune~ia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republic 
Indonesia. Nomor 4693); 



23. Peraturan Pemerintah Norn.or 39 Tahun 2007 
ten~ Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 8a, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 
len\J:u.ig Pendanaan dan Pengelolaa.n Bantuan 
Bencana (Lenibaran Negara Republik Jndonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negaia 
Repub!ik Indonesia Nomor 4829); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembanm Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Repuulik Indonesia 
Nomor 4864); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bnntuan Keuangan Kepada Po.rtai Politik (Lembaran 
~egara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
~omor 4972}; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Da.emh (Lembllrnn Neg£1m Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

?.R PP.mhiran PemP.rint.ah Nomor 71 Tahun 2010 
tenta11g Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 5165j; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor :iO Tahun 201 I 
tenta11g Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik lnrlonP.~ia 'l'ahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 iahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272}; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang .Ptmgdu~1 B,,1..n111g Milik. Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 



32. Peraturan Pemerintah NOTnor 18 Tahun 2016 
tem:ang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pegawallfill Pt:yelenggar~1 
Pemerintah Daerah (Lembazan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

34. PP.r.'ltun:in PP.meTint.11h Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan clan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
iLembaran Negara Republik Indon~1:1ia Tul:1un 2017 
.'lomor 6057); 

35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentar,g 
f'engadaan Barang/Jasa. Pcmcrintah scbagaimana 
tP.JS!h diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Peresiden Nomor 4 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5); 

36. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Dacrah acbflgaimana tel.ah diuooh bebero.pa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

37. Pera.turan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Dantuan So6ia1 yang 13ersu:mber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belru1ja naerah (Rf!rita NP.W1Ta 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 (Berita Negru-o Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 541); 

39. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tP.ntang Pemhentukan Proouk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republi.k Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan ~elanja Llaerah Tahun Anggaran 
2018 (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 825); 



41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tcntang Pcngclotnpokan Kemampunn 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pe.-..anggungjawaban Dana Operasional; 

42. Peratwan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor ITT 
Tahun 2010 tentanJ!C Pokok-pokok PenRelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
l'ringsewu Tahun :.!O IU Nomor O"f); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Notnor 
16); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 
Tahun ?.017 tP.nti,ing Kf!fiucluk.i=m Protokolm-, Hak 
Keuangan clan Administratif Pimpinan dan Anggo1a 
Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2017 NomOt" 05); 

45. Peraturan Daerah Ka.bupaten Pringsewu Nomor I~ 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan 
R!'!l11njsi Dsit1r.Ah Tahun Anggaran 2018 !Lemhamn 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 
13); 

46. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Dacrah Kabupat.en Pringsewu Tahun 2017 Nomor 
53); 

47. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 54 Tahun 2017 
tentang Pedomon Pelakeanna.n Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2017 Nomor 54); 

MEMUTUSKAN: 

PF.RATlJRAN RUPATI 'l'ENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERA1URAN BUPATI PRlNGSEWU NOMOR 53 TAHUN 
2017 TENTANG PENJABARAN ANOGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANOOARAN 2018. 



Pasal I 

A. Beberapa kerentuan dalain Peratuara.n Bupati 
Pringsewu Nomor- 53 Tahun 2017 tentang 
Peniabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah Tahun Anggaran 2018 mP.nga]ami 
pergeseran sebaga_j berikut: 

1. Pad.a Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran 
APBD Tahun Anggaran 2018; 

2. Pada Lampiran I.a tentang Ringkasan 
Penjabaran APBD berdasarkan Rincian Obyek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada 
Penjabaran APBD Tahun An,wu-an 2018; 

3. Pada Lampiran Il.1 tentang Penjabaran APBD 
Unit Or~anisasi Dinas Pendidi.kan dan 
Kebud.ayaan pad.a Belanja Langsung dan Belanja 
Tidak Langsung; 

4. Pada Lampiran Il.2 tentang Penjabaran APBD 
Unit Organisasi Dinas Kesehats.n pada Belanja 
Langsung; 

5. Pada Lamplran Il.3 tentang Penjabaran APBD 
Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat pada Belan,ja Langsung; 

6. Pada Lam.pi.ran ll.4 tentang Penjabaran APBD 
Unit Organisasi Kantor Kesatuan Banf,38 dan 
Politik pada Belanja Tidak Langsung; 

7. Pad.a Lampiran 11.5 tentang Penjabaran APBD 
Unit Organisasi Dinas Pemberdayaan 
t'erempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
f'cnduduk dan Kclua.-ga Bcrcnceno. po.d.n Belllnjo. 
Langsung; 

S. Pada Lam.piran Il.6 tentong Penjabaran APBD 
Unit Organisasi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil pada .Belanja Langsung; 

9. Pada Lampiran Il.7 tentang Penjabaran APBD 
Unit Organisasi Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pekon pada J::Selanja Langsung; 

10. Pada Lampiran II.8 tentang Penjabaran APBD 
Unit Urganisasi Uinas Perhubungan paaa 
Belanja Tid.ak Langsung; 

11. Pada Lampiran II. 9 tentang Penjabaran APBD 
Unit Organisasi Dino.s Komunika8i dan 
Informatika pada Belanja Langsung dan Tidak 
Langsung; 

12. Pada Lampiran II.10 tentang Penjabaran APBD 
Unit Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga 
dan Pariwisata pad.a Belanja Tidak Langsung; 



PasaI n 
Pt:ni.tur~.u Bupat.i. ini u1ul& l.Jt:rlaku pfflla t.a.ngga.l 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerin tahkan 
pengundange.n Peraturan Bupati m1 dcngan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal oz A1Hl. l ZCIB 

Ditetapkan d i Pringsewu 
pada tanggal 02 Apri l 201 8 

BUPATf P~IOOSEWU, 

dto 

SUJADJ 

SEKRl!:.TARIS DAERAH K.ABUPATEN Pl<INOSEWU, 

dto 

A. OUDIMAN PM 

SERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 14 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasi.litasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Pringsewu : http:/ /jdih.pringsewukab.e:o.id/ 
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